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	Pembelajaran secara online atau dalam jaringan menjadi cara pembelajaran yang dipandang sesuai dalam masa pandemik covid-19 karena dinilai mampu meminimalisir kontak fisik antara mahasiswa dengan mahasiswa lain,ataupun antara mahasiswa dengan dosen alternative sebagai usaha pencegahan penyebaran covid-19. Akan tetapi apakah pembelajaran online ini dapat menjamin tercapainya peserta didik yang peka dan mampu menganalisis masalah hukum dan keadilan dalam masyarakat mengingat persoalan keadilan dan ketidakadilan, diskriminasi, dan persoalan kemanusiaan lainnya terjadi secara nyata dalam masyarakat.
	Unika Soegijapranata telah memiliki platform pembelajaran online melalui cyber.unika. Melalui cyber.unika ini proses pembelajaran seluruh mata kuliah di program studi ilmu hukum dilakukan. Mata kuliah yang diselenggarakan di Program Studi Ilmu Hukum meliputi dasar-dasar teori hukum dan praktek. Salah satu mata kuliah yang diajarkan di semester genap 201/2020 yang kebetulan berlangsung pada masa pandemik covid-19 adalah Sosiologi Hukum yang salah satu materinya membahas tentang kesadaran hukum dan penegakan hukum dalam masa pandemik covid-19. 	Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang  kenyataan yang melihat hukum sebagai seperangkat perbuatan, tindakan, dan perilaku  “the behaviour of law” serta sebagai ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif semata tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris.​[1]​ Melalui mata kuliah Sosiologi Hukum, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami pengertian dan persoalan kesadaran hukum dan penegakan hukum di masyarakat. Persoalan ini juga terjadi selama masa pandemik covid-19  dan menjadi tantangan bagi pengajar untuk memberi pengetahuan kepada mahasiswa suatu peristiwa empirik atau nyata terjadi di dalam masyarakat sementara mahasiswa dibatasi gerak fisik dan sosial karena kebijakan social distancing dan physical distancing sehingga pengamatan terhadap perilaku masyarakat secara langsung menjadi terbatas.	
	Membangun kepedulian terhadap manusia dan kemanusiaan secara nyata menjadi sangat penting karena melalui pembelajaran online terjadi keterbatasan yang turut mempengaruhi interaksi antar manusia yang satu dengan yang lain, antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain yang dapat mempengaruhi kualitas kepedulian, kasih sayang, dan  komunikasi dan pembentukan watak-watak manusia yang baik dan luhur. Menurut Satjipto Rahardjo, membangun kepedulian terhadap manusia dan kemanusiaan adalah salah satu tujuan pendidikan hukum untuk turut membentuk perilaku berbudi sebagaimana yang sudah disebut.​[2]​
	Dalam rangka mewujudkan pendidikan hukum humanis yang berbasis manusia dan kemanusiaan perlu didukung dengan kurikulum yang mendukung hal tersebut melalui mata kuliah dan sistem pembelajarannya. Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata melalui berbagai mata kuliah, termasuk Sosiologi Hukum, telah dirancang untuk membentuk mahasiswa dan lulusannya memiliki kepedulian terhadap persoalan lingkungan dan kelompok masyarakat yang rentan. Sistem pembelajaran dilakukan melalui tugas, diskusi dan service learning​[3]​ terkait dengan persoalan  manusia dan kemanusiaan, seperti keadilan, ketidakadilan, diskriminasi dalam masyarakat, kebenaran, penderitaan, mengasihi, empati, kepedulian, keberanian. 

B. Penyampaian Materi Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum Melalui Kuliah Online
	Penyelenggaraan kuliah dengan tujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kasus terkait dengan kesadaran hukum dan penegakan hukum merupakan tujuan dari pendidikan hukum yang sudah lama dilakukan melalui pembelajaran off line atau konvensional.  Kekurangan proses belajar mengajar secara konvensional yang mengandalkan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa. dengan adanya covid-19 ini maka sistem konvensional ini mau tidak mau terpaksa ditinggalkan dan menggunakan teknologi informasi.  Teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan  yang berbasis komputer dan perkembanganya sangat pesat dalam memberikan informasi. Terdapat beberapa klasifikasi dalam pemanfaatan teknologi internet, yaitu: pertama, teknologi internet sebagai media (alat bantu) pendidikan yaitu hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian yang disampaikan. Kedua, sumber informasi dan mencari informasi dan ketiga adalah sebagai sistem pembelajaran.​[4]​ Saat ini, Unika Soegijapranata melalui program cyber.unika dapat dikatakan melakukan ketiga klarifikasi tersebut.
	Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa pendidikan dan pengajaran hukum di Unika Soegijapranata yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi sarjana hukum yang menguasai dasar ilmiah dan kemahiran kerja untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum. Selain itu, mahasiswa diharapkan peka dan mampu menganalisis masalah hukum dan keadilan dalam masyarakat, serta mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan berdasarkan atas prinsip hukum. 	Sebagai salah satu pengajar mata kuliah Sosiologi Hukum, maka penulis telah menyampaikan materi berupa teori-teori melalui fitur yang ada di seluruh pertemuan terkait dengan teori-teori dan persoalan empirik yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam perkuliahan Sosiologi Hukum ini, materi power point diunggah ke fitur resources berupa file atau video dan mahasiswa diminta untuk mengakses link tersebut sehingga bisa melihat video tersebut dan membuat analisis sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut.
	Dalam perkuliahan mata kuliah Sosiologi Hukum ini, salah satu topik bahasan yang diambil adalah terkait kesadaran hukum dan penegakan hukum. Kasusnya mengambil pelanggaran Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Melalui maklumat tersebut Kapolri meminta masyarakat tidak berkerumun dan tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, seperti: pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan,  dan kegiatan lain seperti unjuk rasa, pawai dan karnaval, serta  kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa.
	Dalam kasus yang diberikan kepada mahasiswa, ditunjukkan dua kasus pelanggaran Maklumat Kapolri tersebut, baik yang dilakukan oleh warga biasa maupun anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi proses penegakan hukumnya  berbeda. Hal ini digunakan sebagai contoh bahwa ketika pelaku pelanggaran hukum adalah seorang aparat penegak hukum maka proses penanganan dan penegakan hukumnya terdapat pengecualian. Pada kasus pertama, seorang aparat kepolisisan menyelenggarakan resepsi pernikahan dan resepsi tersebut dihadiri oleh tamu undangan yang merupakan anggota kepolisian dan Wakil Kepala Kepolisian, Akan tetapi resepsi tersebut dari awal hingga selesai tidak dibubarkan oleh kepolisian. Dalam kasus yang kedua, resepsi pernikahan dilakukan oleh warga biasa dan oleh aparat kepolisian resepsi tersebut langsung dibubarkan.Dalam kasus kedua, aparat kepolisian tidak ragu untuk membubarkannya.
	Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum kasus pertama baru dilakukan setelah video resepsi pernikahan tersebut viral di media massa dan netizen memberi komentar atas resepsi yang tetap terselenggara dan tidak ada tindakan atau sanksi terhadap pelakunya. Pelaku penyelenggara resepsi nikah, dalam hal ini Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kembangan di Jakarta, baru mendapatkan sanksi ketika netizen melihat video tersebut di media sosial dan kemudian bereaksi di media sosial.  Proses penegakan hukum terhadap Kapolsek Kembangan kemudian dilakukan dengan cara diberi sanksi berupa mutasi jabatan. 










	Melalui kedua kasus hukum yang sama atas pelanggaran Maklumat Kapolri tersebut, maka mahasiswa dapat melihat, mengetahui dan memahami kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat, baik sebagai warga biasa atau warga yang menjadi aparat penegak hukum. Kesadaran hukum pada hakekatnya merupakan kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.​[5]​
	Kesadaran hukum seharusnya dimiliki oleh setiap warga masyarakat tanpa memandang perbedaan stratfikasi sosial yang ada. Di dalam teori Sosiologi Hukum dikenal adanya stratifikasi sosial yang merupakan pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Lapisan-lapisan sosial timbul karena ada ‘sesuatu’ di dalam masyarakat yang dihargai dan ‘sesuatu’ bisa berupa benda-benda bernilai ekonomis, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama dan sebagainya. Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi memiliki stratifikasi sosial yang tinggi karena ia sebagai individu telah mendapatkan ‘sesuatu’ berupa pendidikan khusus untuk menjadi seorang polisi dan sebagai seorang polisi mendapatkan tugas, kedudukan dan kewenangan yang ‘khusus’ untuk menegakan hukum. Dalam kasus tersebut, (mantan) Kapolsek Kembangan sebagai seseorang yang memiliki stratifikasi sosial yang tinggi dibandingkan dengan warga biasa telah menunjukkan kesadaran hukum yang sangat rendah. Seorang anggota polisi seharusnya mengetahui sesuatu hal yang melanggar hukum dan sesuatu hal yang tidak melanggar hukum, serta memberikan contoh yang benar kepada anggota masyarakat yang lain. Berdasarkan kasus-kasus tersebut dan analisanya maka mahasiswa dapat mengetahui tingkat kesadaran hukum warga masyarakat di Indonesia selama masa pandemic covid-19 dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum tersebut. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami bahwa norma hukum yang dikeluarkan melalui Maklumat Kapolri seharusnya ditaati, tetapi dalam kenyataannya justru  diciderai dan dilanggar oleh warga biasa dan warga masyarakat yang memiliki jabatan sebagai aparat penegak hukum. Pelanggaran ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia bahwa aturan atau norma hukum yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan penyebaran covid-19 lebih lanjut,
	Untuk mendukung sistem pembelajaran secara online, semua materi dan tugas yang mendukung diskusi dilakukan melalui cyber.unika dengan menggunakan fitur yang tersedia dalam cyber.unika, misalnya: assignment (penugasan)
Gambar 3. Contoh Penugasan melalui Big Blue Botton (BBB) cyber.unika

	
	Melalui cyber.unika tersebut transfer ilmu pengetahuan mengenai kesadaran hukum dan penegakan hukum kepada mahasiswa tetap dapat dilakukan dengan menggunakan  fitur BBB ataupun google meet yang memungkinkan dosen dan mahasiswa dapat melakukan diskusi atas kasus-kasus hukum yang terjadi selama masa covid-19 yang dilakukan oleh warga dan aparat penegak hukum. Akan tetapi sistem pembelajaran online tetap memiliki keterbatasan karena mahasiswa tidak dapat secara leluasa melakukan pengamatan atau penelitian kecil di lapangan melalui service learning atau problem based learning sebagaimana yang biasa dilakukan ketika kuliah diselenggarakan secara offline. Melalui dua cara tersebut maka mahasiswa tidak hanya akan mendapatkan teori melainkan juga pengalaman di lapangan selama melakukan pengamatan dan penelitian. 
	Kegiatan melakukan pengamatan atau penelitian kecil di lapangan inilah yang tidak diperoleh mahasiswa ketika sistem pembelajaran dilakukan secara online, kalaupun dapat dilakukan skalanya sangat terbatas dan sangat berisiko untuk kesehatan mahasiswa.  Dalam masa pandemic covid-19, pengamatan kecil sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap mahasiswa di lingkungan sekitarnya akan tetapi berdasarkan pertimbangan untuk mencegah risiko penyebaran covid-19 terhadap mahasiswa maka kegiatan ini tidak dilakukan. 
	Tidak dapat diingkari bahwa kelebihan sistem pembelajaran secara online adalah memungkinkan setiap orang mempelajari apa pun tanpa dibatasi ruang dan waktu (borderless class) karena akses tersedia kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, sistem pembelajaran  online juga mempunyai kekurangan, seperti:  keberhasilan pembelajarannya bergantung pada literasi teknologi dosen dan mahasiswa, munculnya kejenuhan jika mahasiswa tidak dapat mengakses informasi, dikarenakan tidak terdapatnya peralatan yang memadai dan bandwith yang cukup, dan kurangnya interaksi langsung antara dosen dengan mahasiswa dan antar mahasiswa.​[6]​ Harus diakui bahwa tatap muka memberikan ikatan emosional kepada dosen dan peserta didik, dan interaksi yang terjalin menjadi lebih intim sehingga menumbuhkan gairah untuk terus mengikuti mata kuliah yang diselenggarakan.  
	Kekurangan dalam pembelajaran online ini disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Lin Y. Muilenburg and Zane L. Berge terdapat delapan hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran online, yaitu: (a) administrative issues, (b) social interaction, (c) academic skills, (d) technical skills, (e) learner motivation, (f) time and support for studies, (g) cost and access to the Internet, and (h) technical problems.​[7]​ Harus diakui bahwa sistem pembelajaran online memunculkan persoalan administrative, misalnya: penjadwalan kuliah yang harus disiapkan oleh tenaga teknis dan dosen tinggal mengisi. sistem pembelajaran cyber.unika sudah menyiapkan fitur untuk presensi mahasiswa, perkuliahan melalui berbagai fitur seperti assignment, quiz, chatting, big blue button, goggle meet dan sebagainya. meskipun demikian, persoalan administrative tetap saja terjadi, misalnya: pengiriman penugasan atau hasil ujian semester yang terlambat dikarenakan pembatasan waktu pengiriman yang sudah ditentukan karena jaringan yang penuh atau ketersediaan jaringan listrik yang tidak sama. Persoalan administrative ini membutuhkan diskresi atau perlakuan khusus karena manusia hidup tidak untuk sistem, tetapi sistem untuk membantu kehidupan manusia. Sama halnya dengan hukum, bahwa manusia hidup tidak untuk hukum melainkan hukum ada untuk membantu hidup manusi agar lebih bahagia dan lebih mudah. 
	Interaksi sosial dalam sistem pembelajaran online dan ikutannya, termasuk keluhan-keluhan mahasiswa sering memunculkan persoalan baru dan stress bagi dosen dan mahasiswa. Keluhan-keluhan mahasiswa yang disampaikana melalui whatapp (WA) group menjadi persoalan baru bagi dosen dalam hal berkomunikasi. Menjawab persoalan melalui media sosial sering diartikan berbeda baik oleh mahasiswa dan dosen sehingga dapat memunculkan salah pengertian dan sebagai akibatnya tidak menyelesaikan masalah tetapi justru memunculkan masalah baru. Selain itu, gaya bahasa dan cara bertutur di media dalam menyampaikan pesan kepada dosen sering dianggap oleh dosen sebagai hal yang tidak sopan dan cenderung memerintah dosen. 
	Dalam kaitannya dengan persoalan academic skills, technical skills, learner motivation, dan time and support for studies penulis menghadapi kendala ketika ada keharusan menggunakan sistem pembelajaran secara online. Hal ini tidak hanya dihadapi oleh penulis sebagai dosen pengampu mata kuliah melainkan juga oleh para mahasiswa. Sebagai seorang dosen dengan kondisi dan situasi wabah covid-19 yang terjadi, maka penulis mau tidak mau harus menyesuaikan diri, termasuk menyesuaikan diri menggunakan seperangkat sistem pembelajaran secara online. Ada persoalan literasi teknologi yang dialami oleh penulis di awal penggunaan cyber.unika dan juga mahasiswa. Persoalan literasi teknologi menjadi salah satu pendorong keengganan penulis untuk menggunakan sistem pembelajaran online di awal masa pandemic covid-19 karena ada keyakinan pandemic akan berakhir dengan segera. Akan tetapi, ketika pandemic tidak juga berakhir maka hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi penulis untuk segera belajar dan mempelajari serta menggunakan platform cyber.unika yang sudah ada (meskipun sistem ini sejak awal tidaklah disiapkan untuk masa pandemi covid-19). Mempelajari hal yang baru bagi penulis tetap membutuhkan waktu, akan tetapi dengan adanya pendampingan yang disediakan oleh pihak universitas bagi dosen-dosen yang mengalami kesulitan maka hal ini sangat membantu an memudahkan penulis untuk mengaplikasikannya. Bagi para mahasiswa persoalan literasi teknologi mungkin tidak terjadi mengingat mengingat mereka adalah generasi yang sangat familiar menggunakan gadget, namun demikian pihak universitas tetap memberi pendampingan kepada para mahasiswa yang menanyakan jika mengalami kesulitan, dan mendapatkan solusi apabila mengalami kendala.	
	Mempersiapkan materi perkuliahan secara online membutuhkan waktu yang lebih lama karena materi yang diunggah harus sudah siap antara satu dengan yang lain, keterkaitan materi yang satu dengan yang lain juga harus terlihat, dan yang paling penting adalah kebaruan issue atau persoalan-persoalan hukum yang harus disampaikan agar mahasiswa tertarik dan tidak bosan. 		 
	Persoalan biaya penggunaan internet bagi doesn tidak terlalu mengalami hambatan karena dosen masih bisa bekerja di universitas, namun tidak demikian halnya bagi mahasiswa karena masih ditemui beberapa mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam hal mengakses internet mengingat ada sebagian besar mahasiswa yang berasal dari luar kota Semarang dan merupakan perantau sehingga mengalami keterbatasan dana untuk internet. Persoalan keterbatasan anggaran dana untuk internet tidak terjadi bagi para mahasiswa  karena sebelum masa pandemi covid-19 mereka dapat dengan mudah mengakses internet di universitas. Persoalan teknis yang sering ditemui dosen dan mahasiswa adalah jaringan internet yang kadang-kadang lambat atau cepat sering dipengaruhi lokasi masing-masing dosen dan mahasiswa berada. Persoalan teknis ini nantinya berimbas pada persoalan administrative sebagaimana yang sudah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya.
	Terlepas dari kendala yang ada, semangat penulis sebagai dosen untuk tetap memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa perihal kesadaran hukum dan penegakan hukum tetap dapat dilakukan melalui sistem pembelajaran online. Penulis berharap bahwa melalui sistem pembelajaran online nilai-nilai mengenai kesadaran hukum “kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain” dan penegakan hukum dapat memberikan nilai-nilai dasar mengenai persoalan manusia dan kemanusiaan, seperti keadilan, ketidakadilan, diskriminasi dalam masyarakat, kebenaran, penderitaan, mengasihi, empati, kepedulian, dan keberanian. Dengan demikian pendidikan hukum humanis yang berbasis manusia dan kemanusiaan diharapkan tetap dapat terwujud dan berlangsung secara berkelanjutan melalui sistem pembelajaran online di Universitas Katolik Soegijapranata. 
C. Kesimpulan
	Melalui sistem pembelajaran cyber.unika yang diselenggarakan secara online, pendidikan dan pembelajaran untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai kesadaran hukum dan penegakan hukum kepada mahasiswa tetap dapat dilakukan, meskipun ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan seperti halnya dalam sistem pembelajaran offline, misalnya melakukan pengamatan dan penelitian kecil langsung di masyarakat karena pertimbangan kesehatan mahasiswa dan untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Melalui berbagai fitur dalam cyber.unika maka dosen dapat memberikan penugasan dan melakukan diskusi terbatas mengenai kasus-kasus hukum yang terjadi selama masa covid-19 yang dilakukan oleh warga dan aparat penegak hukum. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala bagi dosen dan mahasiswa dalam menggunakan sistem pembelajaran online yang disediakan oleh Universitas Katolik Soegijapranata melalui cyber.unika, yaitu: persoalan administrative, interaksi sosial, ketrampilan akademis dan teknis, motivasi untuk belajar, waktu dan dukungan untuk belajar, biaya dan akses internet dan masalah teknis.
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